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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Dalam kegiatan jual beli properti, aspek legalitas atas kepemilikan tanah 

merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh pengembang maupun pembeli. 

Di Indonesia, salah satu bentuk kepemilikan tanah yang umum digunakan dalam 

proyek perumahan adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). SHGB 

memberikan hak kepada pemegangnya untuk menggunakan dan mendirikan 

bangunan di atas tanah tersebut dalam jangka waktu tertentu. Meskipun secara 

hukum tanah dalam proyek perumahan yang dibeli melalui skema Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR) di PT Asjaya Mukti Graha telah menjadi milik pembeli dengan status 

SHGB, pada kenyataannya banyak pembeli tidak memahami bahwa hak atas tanah 

tersebut bersifat sementara. Jika tidak segera ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak 

Milik (SHM), maka dalam jangka panjang dapat menimbulkan berbagai kendala 

hukum. Salah satu kendala yang mungkin timbul adalah kesulitan saat ingin 

menjual kembali properti, mengalihkan warisan, atau memperpanjang hak atas 

tanah tersebut. 

Selain itu, proses peningkatan status SHGB menjadi SHM tidaklah sederhana 

dan membutuhkan pemahaman terhadap prosedur administrasi serta hukum 

pertanahan. Proses ini juga memerlukan kelengkapan dokumen yang harus diajukan 

kepada lembaga terkait seperti notaris dan Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hal tersebut sering kali menjadi 

hambatan bagi pembeli yang tidak memiliki waktu, akses informasi, atau 

kemampuan dalam mengurus dokumen hukum secara mandiri. Menyadari hal 

tersebut, PT Asjaya Mukti Graha mengambil inisiatif untuk membantu pembeli 

dalam proses peningkatan status dari SHGB menjadi SHM. Bantuan ini tidak hanya 
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dimaksudkan untuk mempermudah pembeli, tetapi juga sebagai bagian dari 

pelayanan purna jual perusahaan. Melalui pengurusan yang dilakukan secara 

kolektif, proses peningkatan status dapat berjalan lebih efisien dan terkoordinasi. 

Sejak awal proses pemasaran, PT Asjaya Mukti Graha telah menjelaskan 

kepada calon pembeli bahwa perusahaan akan membantu mengurus peningkatan 

status SHGB tersebut. Hal ini menjadi salah satu nilai tambah yang ditawarkan 

perusahaan kepada masyarakat yang berminat membeli rumah di proyek 

perumahan yang dikembangkan. Dengan adanya layanan ini, pembeli merasa lebih 

yakin dan percaya bahwa legalitas tanah yang mereka miliki akan terjamin dalam 

jangka panjang. Di sisi lain, perusahaan juga memperoleh manfaat berupa 

peningkatan citra sebagai pengembang properti yang profesional dan bertanggung 

jawab. Komitmen ini turut mendukung kelancaran proses pengembangan kawasan 

perumahan dan menjaga hubungan baik dengan para pembeli. Oleh karena itu, 

prosedur peningkatan SHGB ke SHM yang dilakukan oleh PT Asjaya Mukti Graha 

memiliki urgensi yang kuat dan relevan untuk dikaji lebih lanjut. 

Selama melaksanakan praktik kerja lapangan (PKL) di PT Asjaya Mukti Graha, 

penulis terlibat langsung dalam proses administrasi yang berkaitan dengan 

peningkatan status SHGB. Penulis berkesempatan untuk mengelola dokumen, 

mengarsipkan berkas, serta melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen 

yang dibutuhkan dalam proses peningkatan hak atas tanah. Berdasarkan 

pengalaman tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat topik ini menjadi tugas 

akhir dengan harapan dapat memberikan gambaran nyata mengenai prosedur 

peningkatan SHGB menjadi SHM yang dilakukan oleh perusahaan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam 

penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
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a. Prosedur peningkatan Sertifikat Hak Guna Bangunan menjadi Sertifikat 

Hak Milik di PT Asjaya Mukti Graha. 

b. Dokumen yang diperlukan dalam proses peningkatan Sertifikat Hak Guna 

Bangunan menjadi Sertifikat Hak Milik. 

c. Kendala yang dihadapi dalam proses peningkatan sertifikat dan solusi yang 

diterapkan dalam proses peningkatan sertifikat di PT Asjaya Mukti Graha. 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

 

Mengacu pada ruang lingkup di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penulisan 

laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur peningkatan Sertifikat Hak 

Guna Bangunan menjadi Sertifikat Hak Milik di PT Asjaya Mukti Graha. 

b. Untuk mengetahui dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses 

peningkatan Sertifikat Hak Guna Bangunan menjadi Sertifikat Hak Milik. 

c. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan solusi dalam proses 

peningkatan sertifikat di PT Asjaya Mukti Graha. 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

 

Dalam pembuatan laporan tugas akhir ini, penulis berharap dapat memberikan 

beberapa manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Bagi penulis, laporan 

ini menjadi sarana untuk memperluas wawasan dan pengalaman dalam praktik 

administrasi pertanahan serta penerapan ilmu yang telah dipelajari selama 

perkuliahan. 
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Bagi perusahaan, laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi atau 

dokumentasi prosedural yang dapat digunakan dalam proses peningkatan sertifikat 

pada masa mendatang. 

Bagi pembaca, laporan ini dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan 

baru mengenai proses peningkatan hak atas tanah, khususnya dari SHGB menjadi 

SHM, serta sebagai bahan referensi dalam dunia pendidikan maupun lembaga 

lainnya. 

 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

 

Dalam penulisan laporan tugas ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi: 

a. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara langsung dengan mentor lapangan di PT 

Asjaya Mukti Graha untuk mendapatkan informasi dan data yang relevan 

mengenai prosedur peningkatan Sertifikat Hak Guna Bangunan menjadi 

Sertifikat Hak Milik. 

b. Dokumentasi 

Penulis mengumpulkan dokumen, file, dan data administratif yang 

berkaitan dengan proses peningkatan sertifikat di PT Asjaya Mukti Graha. 

Dokumen-dokumen tersebut digunakan sebagai dasar dalam penyusunan 

laporan tugas akhir. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Setelah melakukan praktek kerja langsung mengenai prosedur peningkatan 

Sertifikat Hak Guna Bangunan menjadi Sertifikat Hak Milik di PT Asjaya Mukti 

Graha, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Prosedur peningkatan SHGB menjadi SHM di PT Asjaya Mukti Graha 

dimulai dari penyerahan dokumen oleh pemilik tanah kepada pihak 

pengembang, dilanjutkan dengan pemeriksaan dan persiapan dokumen oleh 

staf Data Admin PT Asjaya Mukti Graha. Kemudian staf yang telah diberi 

kuasa resmi mengajukan dokumen ke ATR/BPN untuk diperiksa. Apabila 

dokumen dinyatakan lengkap, ATR/BPN melakukan pencatatan perubahan 

hak, kemudian pemilik tanah melakukan pembayaran biaya administrasi 

dan PNBP. Setelah itu, ATR/BPN menerbitkan dan menyerahkan SHM 

kepada pemilik tanah. 

b. Dokumen yang diperlukan dalam proses ini meliputi SHGB asli dan 

fotokopi, formulir permohonan, fotokopi KTP dan KK, surat kuasa, bukti 

pembayaran PBB tahun berjalan, salinan IMB, dan surat pernyataan 

kepemilikan tanah.  

c. Kendala yang dihadapi meliputi kehilangan arsip karena penyimpanan yang 

kurang tertata, kesalahan administratif, dan keterlambatan pembayaran PBB 

oleh pemilik tanah. Solusi yang diterapkan mencakup penggunaan lemari 

filing standar, digitalisasi dokumen, validasi berjenjang, serta edukasi dan 

pengingat pembayaran pajak kepada pemilik tanah. Hal ini menunjukkan 

komitmen perusahaan dalam menjaga kelancaran dan legalitas proses 

peningkatan hak tanah. 
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5.2 Saran 

 

Untuk mengatasi kekurangan dan meningkatkan efektivitas proses peningkatan 

Sertifikat Hak Guna Bangunan menjadi Sertifikat Hak Milik di PT Asjaya Mukti 

Graha, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

a. PT Asjaya Mukti Graha disarankan mengganti sistem penyimpanan fisik 

dokumen dengan lemari filing khusus yang sesuai standar arsip legal, serta 

melakukan penataan rutin dan inventarisasi dokumen agar dokumen pemilik 

tanah tidak mudah hilang saat dibutuhkan. Digitalisasi arsip juga perlu 

ditingkatkan untuk menyediakan cadangan yang mudah diakses dan aman. 

b. PT Asjaya Mukti Graha juga disarankan menerapkan validasi dokumen 

secara berlapis sebelum pengajuan ke Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dengan pemeriksaan oleh 

tim legal dan administratif menggunakan checklist internal. Hal ini penting 

untuk mencegah kesalahan data yang dapat menyebabkan disposisi atau 

pengajuan ulang. 

c. Selain itu, PT Asjaya Mukti Graha disarankan mengaktifkan pengingat 

otomatis untuk pemilik tanah terkait kewajiban pembayaran PBB, serta 

memberikan edukasi dan panduan pembayaran daring agar proses 

pengumpulan dokumen tidak terhambat karena keterlambatan dari pihak 

pemilik tanah. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Hasil wawancara 

 

Nama Narasumber  : Nur Aini 

Jabatan   : Kepala Divisi Data Admin PT Asjaya Mukti Graha 

Waktu pelaksanaan  : 30 April 2025 

1. Apa yang dimaksud dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan 

Sertifikat Hak Milik (SHM), serta apa perbedaannya? 

- Jawaban: Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) adalah hak untuk 

menggunakan dan mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan 

milik sendiri dengan jangka waktu terbatas, biasanya 30 tahun dan 

dapat diperpanjang. Sedangkan Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah 

hak atas tanah yang paling kuat dan penuh, tidak memiliki batas 

waktu, dan dapat diwariskan. SHM memberikan kepastian hukum 

lebih tinggi dibandingkan SHGB yang harus diperpanjang secara 

berkala. 

 

2. Mengapa PT Asjaya Mukti Graha mengajukan permohonan peningkatan 

status dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) menjadi Sertifikat Hak 

Milik (SHM)? 

- Jawaban: PT Asjaya Mukti Graha mengajukan permohonan 

peningkatan status dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) 

menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai bentuk pelayanan 

legalitas terhadap pemilik tanah yang unit rumahnya masih dalam 

masa Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Karena kepemilikan belum 

lunas, pemilik tanah memberikan kuasa kepada pihak pengembang 

untuk mengurus seluruh proses administrasi ke Kementerian 
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Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). 

Peningkatan status ini bertujuan untuk memberikan kepastian 

hukum dan hak kepemilikan penuh atas tanah kepada pemilik tanah. 

Selain itu, SHM memiliki status permanen dan tidak perlu 

diperpanjang, sehingga lebih kuat secara hukum dan bermanfaat 

dalam proses jual beli, warisan, jaminan kredit, maupun pengelolaan 

aset properti di masa mendatang. 

  

3. Bagaimana proses peningkatan status dari Sertifikat Hak Guna Bangunan 

(SHGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) dilakukan oleh perusahaan? 

- Jawaban: Proses peningkatan status dari Sertifikat Hak Guna 

Bangunan (SHGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) di PT 

Asjaya Mukti Graha dimulai dari penyerahan dokumen persyaratan 

oleh pemilik tanah kepada pihak pengembang. Dokumen tersebut 

kemudian diperiksa dan dipersiapkan oleh staf Data Admin PT 

Asjaya Mukti Graha untuk memastikan kelengkapan sebelum 

diajukan. Setelah dinyatakan lengkap, staf bagian Legal dan 

Pengelolaan Properti (LPP) yang telah diberikan kuasa resmi 

mengajukan dokumen ke Kantor Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Tangerang 

atas nama pemilik tanah. Petugas ATR/BPN kemudian melakukan 

pemeriksaan ulang terhadap dokumen yang diajukan. Apabila 

semua dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai, ATR/BPN 

melanjutkan proses dengan melakukan pencatatan perubahan hak 

dalam SHGB, dari SHGB menjadi SHM. Setelah pencatatan selesai, 

pemilik tanah melakukan pembayaran biaya administrasi dan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp50.000 sesuai 

ketentuan yang berlaku. Setelah seluruh tahapan administrasi 

selesai, ATR/BPN menerbitkan Sertifikat Hak Milik dan 

menyerahkannya kepada PT Asjaya Mukti Graha sebagai pemegang 
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kuasa, karena unit rumah masih dalam masa Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR). 

 

4. Apa saja dokumen yang diperlukan dalam proses peningkatan status 

tersebut? 

- Jawaban: Dokumen yang diperlukan itu sertifikat SHGB asli dan 

fotokopi, formulir permohonan yang telah diisi dan ditandatangani, 

fotokopi KTP dan KK, surat kuasa dari pemilik tanah kepada 

pengembang, bukti pembayaran PBB tahun berjalan, salinan IMB 

untuk rumah tinggal, serta surat pernyataan bahwa pemilik tanah 

tidak memiliki lebih dari lima bidang SHM atau total luas tanah 

tidak melebihi 5.000 m². 

 

5. Apakah ada kendala yang dihadapi selama proses pengajuan peningkatan 

status hak ini? 

- Jawaban: Dalam proses peningkatan status dari Sertifikat Hak Guna 

Bangunan (SHGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM), PT Asjaya 

Mukti Graha menghadapi beberapa kendala administratif yang 

bersumber dari internal maupun eksternal. Salah satu kendala yang 

sering terjadi adalah kehilangan arsip akibat sistem penyimpanan 

dokumen yang belum tertata dengan optimal. Selain itu, kesalahan 

administratif seperti ketidaksesuaian data atau kelalaian dalam 

pengisian formulir permohonan juga menjadi hambatan dalam 

kelancaran proses. Kendala lain yang cukup sering ditemui adalah 

keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh 

pemilik tanah, yang menyebabkan dokumen persyaratan tidak dapat 

diajukan tepat waktu ke Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). 

 

 

 


